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- dana hibah yang
~diperuntukkan
bagi kelompok/

~ anggota
masyarakat

masuk pada APBD
Perubahan 2018.

MANGUPURA, NusaBali
Setelah menggelontork-
an dana hibah sebesar Rp
662.432.271.060 pada APBD
Induk 2018 yang diperun-
tukkan bagi kelompok/
anggota masyarakat, pada
APBD Perubahan 2018,
Pemkab Badung menambah
hibah kepada kelompok/ang-
gota masyarakat senilai Rp
206.600.000.000.

_Bantuan hibah ini seba-
giabesar diperuntukkan bagi

W Penambahan

pembangunan atau renovasi
pura, balai banjar, sanggar atau
sekaa, bantuan untuk subak,
bantuan untuk kelompok tani
dan ternak, sesuai dengan
usulan masyarakat. Kepala
Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BKAD)
Badung I Ketut Gede Suyasa,
menyatakan sampai saat ini
bantuan hibah sudah tereal-.
isasi kepada 897 penerima.
Sebelumnya pada APBD induk,
belanja hibah kepada kelom-
pok/anggota masyarakat ber-
jumlah 1.712 penerima hibah
yang digelontor anggaran Rp
662.432.271.060,00.

- “Sampai saat ini bantuan
hibah yang terealisasi sudah
897 proposal,” ujarnya, Kamis
26/7).

Suyasa men{lelaskan, ban-
tuan hibah ini diberikan ber-
dasarkan usulan masyarakat
dan kelompok/anggota
masyarakat dalam bentuk pro-
posal. Nah, proposal kemudian
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diverifikasi oleh tim. “Bantuan

ini sudah berdasarkan by name"
dan by address. Penggunaan-\f‘

nya juga diawasi,” jelasnya.
Seperti diketahui selain
kepada kelompok/anggota

masyarakat, Pemkab Badung

juga menggelontorkan hibah
kepada badan/lembaga/or-
ganisasi swasta. Nilainya

sebesar Rp 51.660.781.3 0 * Badung ini men
-Perinciannya sebagai beri-

kut, dana pendamping
BOS SD dan SMP swasta
Rp 8.088.750.000, kepada
KONI Rp 6.160.000.000,
instansi vertikal (BNK)

Rg 1.051.137.100, KNPI® Namun, ben
b

upaten Badung Rp
150.000.000, BAPORKORPRI
Rp’ 500.000.000, PMI Cabang
ung Rp 2.988.254.250,

DI Cabang Badung Rp
97'9 330.000, BPN Kabupaten

Badung Rp 14.507.710.000,

Badan Promosi Pari-
wisata Daerah (BPPD) Rp
4.500.000.000, Belanja Ope-

rasional Penyelenggaraan
PAUD Rp 8.787.600.000, dan
PAUD Bernuansa Hindu Rp
3.948.000.000. Adapun kes-
eluruhan dana hibah pada
APBD induk 2018 sebesar Rp
714.093.052.410.

Disinggung bantuan hibah
untuk kabupaten lain di Bali?
Mantan Kabag Keuangan Setda
t Pemkab
Badung tetap mengalokasikan
bantuan untuk kabupaten lain
di Bali. “Tapi untuk enam kabu-
paten (Bangli, Klungkung, Ka-
. rangasem, Tabanan, Buleleng,
dan Jembaran) tidak ada hibah.
adalah BKK
(Bantuan Keua gan Khusus),”
"ujar Suyasa.

Adapun anggaran untuk
BKK di APBD perubahan
2018 dirancang sebesar
Rp 139.657.070.487. “Na-
mun peruntukannya belum
ditetapkan. Karena belum
ada proposal yang masuk,”
tandasnya tia asa
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Propam-kan Penyidik

DENPASAR, NusaBali

-yak kejanggalan. Apalagi kasus

Tidak terima- dijadikan ter-. ini sudah sempat ditangani

sangka dalam kasus dugaan
penggelapan uang sewa tanah

Pura Dugul, Banjar Lod Peke"n, :
Keramas, Gianyar, mantan Kelian '

Waisnawa, 47 mengadukan kin-
erja penyidik UnitII Subdi
Reskrimum ke Bid Propam Polda
Bali pada, Senin (16/7) lalu.
Mantan Kelian Lod Peken,
Waisnawa melalui kuasa hu-

Banjar Lod Peken, I Nyom?‘ Puja

kumnya, I Wayan Sumardika"

mengatakan penetapan tersang-
ka Kelian Lod Peken, Waisnawa
dalam kasus dugaan penggela-
panuang sewa pelaba puraban-

IV Dit

Unit I Subdit Il Dit Reskrimum
Polda Bali dan dinyatakan tidak
_cukup bukti.
- “Dalam gelar perkara 31 Ok-
tober 2017 lalu, dinyatakan
laporan ini tidak cukup bukti”
tegasnya saat ditemui, Rabu
(25/7). Bukannya mengeluarkan
Surat Perintah Penghentian Pe-
nyidikan (SP3), kasus ini malah
dilimpahkan ke Unit II Subdit [V
Dit Reskrimum Polda Bali. Hasil-
nya, penyidik malah menjadikan
“Kelian Banjar Lod Peken, Wais-
nawa sebagai tersangka.
Atas penetapan tersangka

inilah, pihaknya merasa penyidik ;
tidak melakukan tugasnya secara
profesional. “Kami sudah resmi

melaporkan penyidik Bripka -

IGNA ke Propam Polda Bali den-

_gandugaan tidak menjalan tugas

secara profesional,” lanjutnya,

- Dijelaskan, kasus ini berawal
saatkrama Banjar Lod Peken me-
nyepakati akan menyewakan ta-
nah Pelaba Pura seluas 5.465 m2
seharga Rp 3 juta per m2. Melalui

~seorang makelar, I Gusti Putu

Sarjana, tanah inilalu ditawarkan

‘ke PT Keramas Surfing Parkyang

akhirnya menyetujui harga sewa
tersebut. “Tapi karena disepakati

- tidakmemberikan fee ke peran--

tara, ékhirnya fee perantara
tersebut dibebankan ke pihak
penyewa dan pihak banjar tetap

menerimauang sewa penuh dari-

penyewa,” jelas Sumardika.
Masalah muncul saat pem-
buatan akta di notaris. Kare-

na PT Keramas Surfing Park

merupakan perusahaan PMA
(Penanaman Modal Asing) maka
dalam akta harga sewa per m2
digabung dengan fee yang akan
diterima perantara. “Dalam akta
tertuang sewa Rp 3.300.000
pertahun/m?2. Atas akta ini Ke-
lihan Lod Peken yang menjadi
perantara disebut menggelap-
kanuang Rp 300 ribu pertahun/

m2 dengan total Rp 413 juta. Pa-
dahal sesuai kesepakatan banjar
sudah mendapatkan uang sewa
penuh,” bebernya. ;
‘Sumardika menegaskan san-
gat keberatan dengan peneta-
pan tersangka kliennya. “Oleh
karenanya, kuat dugaan penyidik
tidak melakukan tugasnya secara
professional dan kami memohon
kepada Bid Propam untuk memer-
iksa teradu melalui mekanisme
yang berlaku,” pungkasnya. Se-
mentara itu, Kabid Hunias Polda
Bali,Kombes Hengky Widjajayang
yang dikonfirmasi terkait laporan

ke Bid Propam ini belum mem- -

berikan jawaban. & rez

diTersangka, Mantan Kelian Lod Peken
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Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara saat bertatap

di Kantor Walikota Denpas

'DENPASAR, NusaBali , - gatakan, plhaknya akan melakukan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI Perwakilan Provinsi &h :
Pemkot Denpasar sebagz
dalam melakukan pemen saa

r Rabu (25/7).

. atas Dana Desa dan Alokasi Dana
Desa Tahun 2015- tahun 2018 Semes-
ter |. Serta Pemeriksaan Pendahuluan

~atas Kinerja Pengelolaan Sampah
Perkotaan tahun 2016-2018 semester
. Dari pemeriksaan pendahuluan
ini pihaknya juga telah mengambil

LBblh laﬁjut Satrié‘Pe men : uaﬁansebanyak namkaﬁ

njuk Pemkot

* Lakukan Pemenksaan Pendahuluan Kmer;a Dana Desa dan Pepgélola@n Sampah

Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi all IGN Satrla Perwira
~ Walikota Denpasar menerapkan

Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja

- sample dan terbukti bahwa desa

< N |2 . % G i, 8 . - . J . . . . - .
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Denpasar

Tdak nya itu, Kota Denpasar di-
f Pemeriksaan Pendahulu-
an atas Kinerja Pengelolaan Sampah
Pe otaan karena Denpasar memiliki

\pat mbuangan Sampah (TPA)

rti di uWung Dimana
vangdma g juga dariberbam

* rah yang ada di Bali. Dalam pemer-

iksaan ini ia berharap agar instansi

* terkait dapat memberikan penjelasan

secara detail, karena pemeriksaan ini
berbeda dengan pemeriksaan keuan-
gan yang lainnya. Dengan ini ia ber-
‘harap agar ada nilai kemanfaatan dari

~ Pemeriksaan Pendahuluan Dana

AAN Rai Iswara menyambut baik
dan pemériksaan ini dapat sebagal
langkah evaluasi di masing-masing
Aparatur Sipil Negara. Mengingat

‘moto Sewaka Dharma yakni me-
layani adalah kewajiban, dengan
kinerja ASN serta sumber daya

‘' manusia aparatur dapat terus dit-

ingkatkan. Disamping itu pihaknya
r r ASN m !

dalam mengelola an Desa.
Lebih lanjut Rai Iswara men-
gatakan, Kota Denpasar telah me-
‘miliki progmmpengelolaan sampah
terpadu da ngﬁat kecamatan

p ' yang adadi Kota Denpasar memang desa,
dahuluan’ kineqa dana a, sangat maju. “Dari sampel yang di- | ga kota: Sedangkan terkait den-
juga melihat ‘pengelolaan s mpah"’. “ambil  desa yang baru, ‘maju gan kel aan untuk}'PA Suwung
( € dan befket.hbang Dari hasil sample - wilaya memang berada di Kota
Keuangan Parwaknlan Provinsi Bali mEkMpnlthlah Kota Denpasar,”- : namun pengelnlaannya-
IGN Satria Perwira saat bertatap ujarnya. Selain itu Pemerintah Kota i ita. “Maka untuk meni- -
mukadenganSokdaKota Denpasar  Denpasar dalam mengelola keuan- lai ketelitia ,Mdan
AAN Rai Iswara i Kanto alikota gan terbukti sangat baik, sehi itum: asambut hak BPK
Denpasar u berhasil meraih WajarTanpa ng -agar dapat mengevaluasi am-

- program yang ada,” unanwa .
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Kredit Macet dari Dana Bergulir
Masih Tersisa Sekitar Rp 500 Juta

MANGUPURA, NusaBali

Dana bergulir yat:g dikucur-
kan Pemkab Badung melalui
Koperasi ]agadhltaasemlal Rp
9 miliar menyisakan persoalan.
Sejak temuan BPK tahun 2012
silam, banyak koperasi alami
kredit macet hi‘ngg?; sekarang
dana bergulir yang belum
masuk ke kas daerah tercatat
sekitarRp 500-an juta.

“Tapi kami akan tetap moni-
toring kepadpyang emm]am,
karena sesuai saran dari BPK
dana itu hams kembali ke kas

daerah,” tegas Kepala Seksi .

Bina Usaha Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simp n Pinjam

jam pada Bidang Bina Usaha
Koperasi Gusti Nyoman Ras-
mawan, saat mendampmgl

~Kabid UKM Dinas Koperasi,

UMKM, dan Perdagangan Ka-

bupaten Badung Gusti Ayu\

Suwartini, saat memberikan
keterangan pers, Rabu (25/7),
di Puspem Badung Turut hadir

Kabag Humas Setda Badung
Putu Ngurah Thomas Yuniarta.

Dikatakannya, sebetulnya
ada 24 koperasi yang ber-
masalah hingga alami kredit

-macet mencapai Rp 1,9 miliar.

Namun, berkat upaya yang
dilakukan Pemkab Badung, 16
koperasi akhirnya mengemba-
likan dana yang dipinjamnya.
Kini masih tersisa sekitar Rp
500-an juta dari 8 koperas;»
yang sudah tak lagi beroperasi.
“Walaupun koperasinya sudah

- tidak berjalan, kami akan terus

kejar itu. Karena itu adalah
uang kas daerah,” tegasnya.
Menyusul temuan itu, un-
tuk sementara bantuan dana
bergulir terhadap koperas1 dan
UMKM di Baduhg dihentikan.

“lya, pada prinsipnya tidak

digulirkan lagi,” katanya.
Seperti diketahui, dalam

- upaya mendorong koperasx

semakin maju dan memiliki
daya saing, sejak 2004 digu-
Ilrkan dana berguhr Nilainya

/Pertama, BPK menemukan

‘cet. Nah, atas saran dari BPK,.

mencapai Rp 9 miliar. Namun,
akhirnya bantuan tersebut
dihentikan 'total tahun 2012
grena hasil pemeriksaan
BPK menyatakan bahwa dana
bergulir yang dikelola oleh
Koperasi Jagadita bermasalah.

pemberian dana bergulir ini
tidak memiliki payung hukum
yang jelas. Pemberian dana
bergulir hanya berdasarkan
peraturan bupati tanpa ada
Perda. BPK juga melihat jangka
waktu pengembalian dana
tersebut ke kas daerah tidak
jelas. Alasan inilah sehingga
dana bergulir dihentikan se-
mentara.

- Tak hanya persoalan itu,
BPK juga menemukan ada ban-
yak koperasi alami kredit ma-

pemerintah sampai sekarang
terus mengejar pihak-pihak
yang bertanggungjawab untuk
mengembalikan dana yang
dlpln]am ke kas daerah &= asa
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Dugaan Korup5| Kredit Investasi
Rﬁ;.ZOO M di BPD Bali

Setelah dilakukan

gelar perkara den-

gan dua temuan
bukti baru tersebut,
~ penyidik akhirnya
memutuskan meng-
hentikan penyidikan

DENPASAR, NusaBali
- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali
akhirnya resmi menghentikan

kasus dugaan korupsi terkait

pemberian kredit investasi di
Bank Pembangunan Daerah

(BPD) Bali senilai Rp 200 miliar:’

Penyidik menyatakan tidak men-
emukan kerugian negara dalam

_kredit investasi tersebut.

Hal ini diungkapkan Kajati
Bali, Amir Yanto saat jumpa pers
Hari Bhakti Adhyaksa ke-58 di
Kejati Bali, Senin (23 /7). lamen-

egaskan bahwa kasus BPD Bali
sudah dihentikan. Alasan secara -
umum, karena dalam perkaraini

tidak ditemukan adanya nilai
kerugian negara yang diperkuat
dengan keterangan ahli. “Hasil
perhitungan ahli bahwa agunan
yang diberikan sudah melebihi
dari nilai kredit. Sehingga menu-
rut ahli, itu tidak ada kerugian
Negara,” tegas Amir Yanto. -

" Aspidsus Kejati Bali, Polin O

- Sitanggang mengatakan kepu-

tusan untuk mengeluarkan SP3
terhadap perkara dugaan ko-
rupsi investasi di BPD Bali sudah
melalui tahapan di penyidikan.
Diakui, awalnya memang penyi-
dik sempat menyatakan menaik-
kan status perkara ini menjadi
penyidikan. Penyidik juga meng-
klaim sudah mengantongi dua
alat bukti dan 5 calon tersangka
dalam perkara ini.

Namun setelah didalami, pe-
nyidik tidak menemukan keru-
gian negara. Terhadap dua alat .
bukti di antaranya agunan yang
awalnya tanah sewa belakan-

" gan diketahui jika status tanah

Selows. 24 fulr o8

tersebut adalah HGB (Hak Guna
Bangunan). “Awalnya memang
ada selentingan tanah yang
diajukan agunannya untuk kredit
Rp 150 miliar tersebut statusnya
hak sewa dan itu jelas konyol dan
bunuh diri. Setelah diperdalam
lagi, ternyata HGB (Hak Guna
Bangunan) dan nilainya di atas
plafon pinjaman,” terangnya

sambil menambahkan jika saat .

itu objek agunan Hotel Sovereign
Bali sudah dikuasai kurator.
Setelah dilakukan gelar perka-
ra dengan dua temuan bukti
baru tersebut, penyidik akhirnya

memutuskan menghentikan

penyidikan karena tidak adanya

kerugian negara dalam perkara

ini. “Tapi jika nanti di kemudian
hari ditemukan bukti baru yang
mengarah ke korupsi, perkara ini
bisa dibuka kembali," tegasnya.
Seperti diketahui sebelumnya,
penyidik telah memanggil serta
memeriksa mantan direkturutama
(Dirut) BPD Bali berinisial MS. Pe-
manggilan mantan pejabat uta-
ma BPD Bali itu, terkait pemberian
serta pencairan dana kredit kepada
dua kreditur atau perusahaan.
Dua perusahaan itu adalah
PT Karya Utama Putera Pratama
dengan nilai kredit investasi
sebesar Rp 150 miliar. Sedang-
kan PT Hakadikon Beton Prata-
ma telah mendapatkan dana

kreditsenilai Rp 42 miliar. & rez
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